BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Semarang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi
di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berimbas kepada meningkatnya kebutuhan
penduduk Kota akan pendidikan, ekonomi, dan lain-lain yang mendorong
meningkatnya mobilisasi penduduk. Mobilisasi penduduk yang semakin
tinggi ini akhirnya berimbas kepada meningkatnya jumlah kendaraan.
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang demikian pesat didasarkan atas
kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia.

Menurut Abdulsyani :

Manusia dalam kehidupannya merupakan mahluk sosial yang tidak
mungkin hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain. Yaitu
mahluk sosial yang hanya menyukai hidup begolongan, atau sedikitnya
mencari teman untuk hidup bersama, lebih suka dari pada hidup sendiri.*

Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan telah menjadi magnet bagi
masyarakat yang bertempat tinggal dan mencari penghidupan bagi
masyarakat di luar Kota Semarang. Kepadatan penduduk juga memicu
kepadatan arus lalu lintas yang terlihat pada setiap hari pada jam-jam sibuk
(masuk kerja dan pulang kerja) jalanan di Kota Semarang selalu ramai dan
cenderung terjadi kemacetan. Meskipun ada keterkaitan antara pemanfaatan

ruang dengan motif perjalanan yang dilakukan, namun apabila jaringan jalan

yang ada sudah tidak dapat lagi menampung aktivitas perjalanan yang
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dilakukan oleh masyarakat, secara otomatis terjadi permasalahan lalu-lintas
dan salah satu permasalahan tersebut adalah kemacetan lalu-lintas.

Peningkatan jumlah sepeda motor di Semarang juga sangat
berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti : Kemacetan
dan Kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring
kurangnya kesadaran hukum pengendara sepada motor dalam berlalu lintas
dengan berbagai pelanggaran terhadap marka/rambu lalu lintas, misalnya
menerobos lampu lalu lintas yang masih berwarna merah, melawan arah dari
yang sudah ditentukan, melawan arus lalu lintas, melawan arah di jalan satu
arah, melintas di trotoar. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan
paling tinggi yang diperbolehkan,dan tidak menggunakan helm. Pelanggaran
marka dan/atau rambu terdapat diatur dalam Pasal 106 Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Selain itu, mengendarai kendaraan bermotor harus
memiliki surat-surat dan kelengkapan dalam berkendara. Seperti yang
telah diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jaringan jalan tertentu Kkhususnya di perkotaan terjadi  ketidak
seimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan disatu sisi dengan tingkat
pertumbuhan kendaraan disisi yang lain, dimana pertumbuhan jalan jauh
lebih  Kkecil daripada tingkat pertumbuhan kendaraan, hal ini berarti
menunjukkan terjadinya pembebanan yang belebihan pada jalan. Kondisi

semacam ini mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan ketidak



nyamanan dalam berlalu lintas. Dimana kesemuanya itu menjurus kearah
terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Kemacetan jalan tersebut pada umumnya terjadi di jalan nasional yang
merupakan jalan penghubung utama antara Kota Semarang dengan kota-kota
lain, baik secara konstelasi regional (Kendal, Boja, Ungaran, Purwodadi, dan
Demak). Jalan-jalan kolektor primer penghubung antarkota juga tidak lepas
dari kemacetan. Keadaan demikian terjadi hampir sepanjang hari, terutama
pada jam-jam sibuk jam 7.00 sampai 9.00 pagi dan jam 16.00 sampai jam
18.00 sore. Kemacetan disebabkan disamping kapasitas jalan yang tidak
mampu menampung arus lalulintas juga oleh penggunaan badan jalan yang
menghambat arus lalu-lintas seperti parkir, ngetem, dan berjualan di badan
jalan. Moda angkutan jalan yang paling mempengaruhi tingkat pelayanan
jalan di semua titik pengamatan adalah sepeda motor diikuti mobil baik
umum maupun pribadi.

Kota Semarang telah melakukan upaya mengatasi kemacetan yang
terjadi dengan cara membangun jalan lingkar yang berfungsi untuk
memperlancar arus perjalanan, pengumpan dan penyangga (buffer) bagi lalu-
lintas di wilayah sekitarnya, serta pemisah pergerakan perjalanan dalam kota
dan luar kota. Selain itu, diterapkan manajemen lalu lintas satu arah yang
berfungsi  meningkatkan kapasitas jalan dan persimpangan, serta
meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 14



Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterbitkan untuk
lebih mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas dan
angkutan jalan. Untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang tersebut salah
satunya mengatur mengenai penegakan hukum melalui penyidikan dan
penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian dan
Dinas Perhubungan. Tetap saja perhatian pemerintah terhadap masalah
keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas masyarakat dinilai masih sangat
kurang, karena masalah keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu
lintas masyarakat di Semarang belum ditangani secara serius.

Keselamatan jalan merupakan salah satu isu global didunia saat ini,
hal ini terjadi demikian karena ternyata di dunia ini setiap tahunnya sekitar
satu juta orang meninggal dunia dan lebih dari 50 juta orang luka akibat
kecelakaan lalu lintas dijalan. Dari korban ini 75% diantaranya terjadi di
Negara-negara transisi dan angka ini diperkirakan sekitar 2% sampai 4% dari
GDP.

Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan
tidak lancar serta tidak tertib dan efficient akan membawa berbagai kesulitan
bagi masyarakat. Mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah,
karena di dalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan
harus diperhatikan faktor-faktor manusia, jalan, kendaraan bermotor, dan
faktor alam lingkungan. Sebagai salah satu suatu objek yang diamati
pengguna lalu lintas di jalan raya, Polisi Lalu Lintas akan memperoleh

persepsi tersendiri bagi setiap pengguna lalu lintas. Karakterisitik yang ada



pada Polisi Lalu Lintas adalah tugas, kewajiban, pelayanan dan penampilan
dari Polisi Lalu Lintas itu sendiri.

Di dalam berlalu lintas, seorang pengemudi dan Polisi Lalu Lintas
tentunya melakukan suatu interaksi sosial di antara keduanya. Seorang
pengemudi ketika berlalu lintas dituntut untuk patuh terhadap tata tertib lalu
lintas dan Polisi Lalu Lintas hadir sebagai pihak yang bertugas menjaga dan
menegakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Dalam hubungan interaksi
diantara keduanya tersebut, tentu dengan sendirinya menimbulkan kesan atau
persepsi tersendiri bagi masing-masing pihak. Untuk menegakan hukum
tersebut ada pihak otoritas yang mengaturnya. Pihak otoritas tersebut salah
satunya adalah Polisi Lalu Lintas. Kewibawaan dan kemampuan membangun
hubungan sosial yang baik dari Polisi Lalu Lintas dapat mempengaruhi
perilaku ketaatan seoarang pengguna lalu lintas.

Berdasarkan kenyataan di atas penulis sangat tertarik sekali untuk
mengkaji lebih lanjut masalah tentang ketidaktertiban masyarakat dalam lalu
lintas serta upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini
kepolisian negara republik indonesia, dengan judul skripsi PERAN POLISI
LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN
KELANCARAN LALU LINTAS ( Studi Kasus Di Satuan lalu lintas Polisi

Resor Kota Besar Semarang ).



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah

yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1.

Bagaimana pengaturan yang dilakukan polisi lalu lintas dalam
melaksanakan tugas lalu lintas di Kota Semarang?

Bagaimana pelaksanaan menertibkan lalu lintas oleh polisi dalam
perannya meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota
Semarang?

Bagaimana kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam
menertibkan dan melancarkan lalu lintas di Kota Semarang?

Bagaimana upaya Polisi lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam

menertibkan dan melancarkan lalu lintas di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang dilakukan polisi
lalu lintas dalam melaksanakan tugas lalu lintas di Kota Semarang.

Untuk mengetahui pelaksanaan menertibkan lalu lintas oleh polisi dalam
perannya meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota
Semarang.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam
menertibkan dan melancarkan lalu lintas di Kota Semarang.

Untuk mengetahui upaya Polisi lalu lintas mengatasi kendala dalam

menertibkan dan melancarkan lalu lintas di Kota Semarang.



D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilalkukan dalam rangka penulisan hukum
yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat
demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa
gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti
dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data data tersebut digunakan untuk menjawab dan
mengumpulkan informasi tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam
penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini diharapkan memberikan
kegunaan dari dua segi manfaat yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan
yang baru dalam memahami tentang peranan polisi lalu lintas dalam
meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta bermanfaat untuk
kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu
pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang ketertiban dan kelancaran lalu
lintas.

2. Kegunaan Praktis
a. Bagi penulis
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun
pembaca bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan

ketertiban dan kelancaran lalu lintas.



b. Bagi Masyarakat
Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara yang
aman, tertib, lancar dan selamat sehingga sangat penting sekali dalam

menciptakan suasana lalu lintas yang kondusif.

c. Bagi Mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis
Sosiologis. Metode pendekatan ini digunakan untuk menelaah
permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya
yang terkait dengan upaya polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban
dan kelancaran lalu lintas di Kota Semarang, karena faktor yang di teliti
adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis di samping
meninjau peraturan-peraturan yang berlaku juga meninjau praktek

pelaksanaannya.
2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis,
yaitu penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemecahan
masalah dengan memberikan penjabaran atau gambaran secara

komprehensif, terperinci dan sistematis, mengenai hal-hal yang terkait



dengan peran polisi dalam meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu

lintas di Kota Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

a.

b.

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data penelitian yang
dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi : Mengutip
Buku-buku literatur hukum dan nonhukum, serta menelaah undang-
undang dan informasi lainnya yang berhubungan dengan Peran
Polisi Lalu lintas dalam Meningkatkan ketertiban dan kelancaran
Lalu lintas di Kota Semarang.
Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh secara
langsung dari pihak yang berkompeten dengan berpedoman pada
paftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu terkait dengan
Peran Polisi lalu lintas dalam meningkatkan ketertiban dan

kelancaran lalu lintas di Kota Semarang.

4. Sumber Data

a.

Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang informasinya sudah pasti,
berasal dari hasil penelitian yang di lakukan di Satlantas Polrestabes
Semarang, terkait dengan Peran Polisi lalu lintas dalam
meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota

Semarang.



b. Data Sekunder
Yaitu pengumpulan data yang di dapat dari studi kepustakaan
yang berasal dari literatur, artikel dari internet, dokumen-dokumen
dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok
pembahasan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
undang No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan,
Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang kepolisian negara
republik indonesia.
5. Lokasi Penelitian
Untuk mendukung bukti atau fakta yang di berlakukan dalam
penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi
penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Besar
Semarang. JI. Ronggolawe selatan, Gisikdrono, Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah.
6. Metode Analisis Data
Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dalam skripsi ini
menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini  berfungsi
menentukan bagian fokus penelitian, memilih informasi sebagai dasar
pengumpulan data, menimbang kualitas data, menafsirkan data dan
menarik kesimpulan hasil penelitian, sehingga mudah dibaca dan di

pahami.
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7. Metode Penyajian Data
Dari data yang telah terkumpul selanjutnya akan diteliti kembali
untuk disajikan dalam bentuk uraian sistematis agar dapat dipahami
secara mudah dan dapat di pertanggungjawabkan.
F. Sistematika Penulisan
Skripsi atau penulisan hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) Bab dan
setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab. Sistematika Penulisan ini bertujuan agar
skripsi atau penulisan hukum ini agar dapat tersusun dan terarah secara
Sistematis.
BAB I. Pendahuluan
Bab | ini berisi uraian dan penjelasan tentang Latar belakang masalah,
Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode
penelitian, Sistematika penulisan.
BAB Il. Tinjauan Pustaka
Bab Il ini menjelaskan, Tinjauan tentang polisi dan polisi lalu lintas yang
berisi pengertian polisi, pengertian polisi lalu lintas.. Tinjauan umum
tentang lalu lintas yang berisi pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu
lintas, kecelakaan lalu lintas. Tinjauan tentang hukum pidana dalam lalu
lintas yang berisi pengertian hukum pidana, penegakan hukum dalam lalu
lintas. Tinjauan tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam

perspektif islam.
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BAB I11. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pengaturan yang
dilakukan polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugas lalu lintas di Kota
Semarang, pelaksanaan menertibkan lalu lintas oleh polisi dalam
perannya meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota
Semarang, kendala yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam
menertibkan dan melancarkan lalu lintas di Kota Semarang, Upaya polisi
lalu lintas untuk mengatasi kendala dalam menertibkan dan melancarkan
lalu lintas di Kota Semarang.

BAB IV : Penutup
Dalam Bab IV ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang merupakan

hasil dan uraian bab-bab sebelumnya.

12



